
  

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK 

 
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK 

NOMOR 5  TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 

12 TAHUN 2001  TENTANG RETRIBUSI IZIN PERDAGANGAN DAN 

PERINDUSTRIAN 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SOLOK, 
 
Menimbang  : a. bahwa Retribusi Izin Perdagangan dan Perindustrian 

sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
Kota Solok Nomor 12 Tahun 2001 (Lembaran Daerah 
Kota Solok Tahun 2001 Nomor 15 seri B 015) sudah 
tidak sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan di 
Kota Solok saat ini, sehingga perlu dilakukan 
penyesuaian; 

 
b. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan usaha 

mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan 
pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap 
usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Solok; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
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Daerah Kota Solok Nomor 12 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Izin Perdagangan dan Perindustrian ; 

 
 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 19) jo Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 1970 
tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok 
dan Kotamadya Payakumbuh; 

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan 
Undang-undang Nomor 2 PRP Tahun 1960 tentang 
Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 31) menjadi Undang-undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3214); 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha 
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubik 
Indonesia Nomor 3611); 
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6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang
undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048); 

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720); 

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3817); 

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4555); 

10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 4844); 
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4137); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 1997 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; 

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/M
DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan 
Pergudangan; 

22. Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 
36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin 
Usaha Perdagangan; 

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M
DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan 
Pendaftaran Perusahaan; 

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi 
Daerah; 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang 
Retribusi Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 12 tahun 2001 
tentang Retribusi Izin Perdagangan dan Perindustrian 
(Lembaran daerah Kota Solok Tahun 2001 Nomor 15 
seri B 15); 

27. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok 
(Lembaran Daerah Kota Solok Solok Tahun 2008 
Nomor 1); 
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